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PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN Disahkan Oleh ]
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN i\, =/
PERSANDIAN TONTON GUNTARL, 5.H.
P?binawuda V/e
NIP. 1966 12061992031005
NAMA SOP : Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Secara Aktif
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan
Informatika

5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi
Publik

&. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 7 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang
keterbukaan informasi publik, standar pelayanan publik dan pelayanan
informasi publik

. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik

. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan

Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien

- Memiliki kemampuan kerja sama dalam tim

. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

. Berpenampilan rapi, santun, dan berjiwa melayani
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KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja

2. Term of Reference (TOR)

3. Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
4. Jaringan Internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Daftar Informasi yang Dikecualikan [DIK) tidak
akan mendapatkan pengesahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Disimpan dalam bentuk cetak (hardeopy) dan digital {softeopy).




BAGAN ALUR SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SECARA AKTIF

Dikeecualilan dilampird

Dikecualikan bezserta

No KEGIATAN i MUTU BARU
PPID TIM
pELaKsANA | PPIP UTAMA | pprninh noan g5 KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KETERANGAN
1 2 ] 4 5 B 7 8 ]
L. |Mengumpulkan, menghkaji, menyusun dan i
$§ngusﬁ:ikaan daftar informasi vang akan Farmulir daftar informasi 3 hasi keria Usulan Informasi E:;;;llﬂd?;:l:ffi}ml:}flpﬁn
ikecualikan kepada PPID Utama, Q vang akan dikecualikan <0 vang Dikecualikan Pelaksana yui o
2. |Melaporkan usulan pengecualian informasi kepada —_— )
Atasan PPID dan mempersiapkan Surat Undangan g Df‘ﬂar mfnrmam
untuk mengadalan Uji Konaelouensi, ) yang Diltecualikan
Usulan Informasi yang 1 hati keria [DIK]
Dikecualikan £
Diraf Surat Undangan
Uji Konselouensi
3. |Menandatangani Surat Undangan Pelaksanaan Uji Draf DIE Surat Und Ui
Konsekuensi I_'_l urat Undangan Uj
) |1 hari kerja Konsekuensi yang
Eﬁaiﬁigndmm Ui telah ditandatangani
4. |Melakultan Uji Konselouensi dan memberikan o i i i
p.e:rtimbangan atas seluruh informasi vang Diraf DIK beserta hasil Jika t:_rdapat informasi
divgullan untuk dikecualikan dalam Draf DIK dan pertimbangan yang yane dl.my atska‘n peponis,
menyerahkan hasil pertimbangan tersebut kepada D Draf DIK 1 hari keri merinei alasan setiap ::Im!:a u:ﬂ:mul tm_'a:hrut
Atasan FPID, a informasi dalam DIK |5 ¢ aPEa s-:b_a,ga.l i
informasi publik dan bisa
terootnat diakses oleh pemoh
dikecualikean, ) P ':fe per_m:l e
ifnormasi sesuai prosedur,
5. |Menerima hasil pertimbangan dan memerintahkan Draf DIK beserta hasil Burat Perintah atau
FPID T.i.ta.ma upmi: menetaplkan Daftar Informasi A pertimbangan yang Lembar Disposiai
yang Dikecualikan, t:l merinei alasan setiap 1 hari kerja Penetapan Daftar
informasi dalam DIK Informasi yang
terachut dikecualikan. Dikecualikan,
6. Mmctapkan.ﬁafmr Informasi yang Dikecualikan Burat Penetapan
(DIK) melalui Surat Penetapan Surat Perintah atau Surat Penctaan ditermbuskan kepada
Lembar Disposisi Daftar hifnmfasi an Bupati, Walkil Bupati,
1 hari kerja i ki YARE | Sekretaris Daerah, Asisten
Diraf DIK beserta hasil dilampiri berkas DIK Administrasi Umum dan
pertimbangan Kepala Perangkat Dasrah
: terkait.
7. |Mengarsipkan dan mengamanican Sural Penelapan : )
Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta berkas Surat Penctapan Daftar f,r;f f:tnﬂﬁar
DIK Informagi yang . : pas
E‘:j 1 hari kerja Informasi yang

berkas DIK

berkas DIK




§O KEGIATAN FULAN MUTU BAEU
FPID TIM Al
a | PO UTAMA | TARAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KETERANGAN
! E 4 5 T 7
- 8 9
8, |Menyalin dan mendistribusikan salinan Surat ) .
:enemp;n Daftar Informasi yang Dikecualikan Arsip Surat Penetapan ?::;:;ﬂ :.:';:&];‘pﬂ::rrat Pendistribusian salinan
eserta berkas DIK kepada PPID Pelaksana Daftar Informasi yang 1 hari kerja Inﬁ:rmzui = arsip tersebut dilakukan
Dikecualikan bezerta . . yang melalui sarana distribusi
berkas DIK Dikecualilean beserta u
herkas DIK yang
9. |Mengarsipkan dan mengamanken Surat Penetapan ; . Arsip Surat
Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta berkas Selinan Arsip Surat Penetapan Daftar
DIK Penetapan Daftar .
Informasi yang 1 hari kerja [nl'nmu-af YRng
Dikecualilkan beserta Dikeciialivit: I ein
berkas DIK Eclean I Soia

FPID Pelalcsana




